



TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Muntahanah dan Murdijaningsih (2014) melakukan penelitian dengan judul 
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede 
Kabupaten Banyumas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif, dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk 
interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD 
bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan 
pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di 
Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan 
yang ada. 
Liando et al. (2017) melakukan penelitian tentang analisis pengelolaan dan 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Kolongan 
kecamatan Kombi kabupaten Minahasa. Metode analisis data yang digunakan 
adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan desa sudah 
sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, namun yang menjadi masalah 
hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami 
masalah teknis pembuatan laporan keuangan.
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 Kadjudju et al. (2017) meneliti tentang analisis penerapan Permendagri 
No.113 Tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
APBDes studi kasus desa Motandoi dan Motandoi Selatan kecamatan Pinolosian 
Timur kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
APBDes di desa Motandoi dan Motandoi Selatan kecamatan Pinolosian Timur 
kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
desa Motandoi dan Motandoi Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan sudah 
sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, namun dalam 
pertanggungjawaban belum sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 dikarenakan 
keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat. 
Rahmalia (2017) menganalisis tentang Implementasi Penerapan Permendagri 
No. 113 Tentang Perencanaan Desa dan No. 114 Tentang Keuangan Desa (Studi 
Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah). Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi software SPSS 21. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa, pelaporan dan 
pertanggungjawaban APBDesa berpengaruh positif terhadap pemahaman umum. 
Siburian et al. (2014) menganalisis tentang peranan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) dalam pengembangan wilayah pedesaan di kabupaten 
Serdang Begadai. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas 
untuk menentukan kualitas kuisoner. Sebelum itu dilakukan pengumpulan data, 
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
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APBDesa memainkan peran penting dalam pembangunan pedesaan di Desa 
Firdaus, kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagari. Perencanaan untuk 
APBDesa, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan insfrastruktur, dan 
pembangunan pedesaan telah dilaksanakan secara efektif dengan adanya APBDesa. 
Namun, peran organisasi-organisasi non pemerintah tidak maksimal karena 
kurangnya alokasi dana untuk melakukan aktifitas mereka. 
Puspitasari (2016) mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap peranan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam perencanaan APBDesa, 
penguatan kelembagaan, peningkatan insfrastruktur pedesaan dan pengembangan 
wilayah pedesaan (studi kasus di desa Gari kecamatan Wonosari Kabupaten 
Gunungkidul). Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Data 
diperoleh dari kuisoner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masyarakat berpendapat peran APBDesa dalam proses 
perencanaan masih kurang dan masih belum dirasakan oleh masyarakat luas. 
Masyarakat berpendapat bahwa APBDesa berperan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar. Pelayanan semakin meningkat dengan adanya APBDesa. Peran lembaga 
kemasyarakatan belum sesuai dengan yang diharapkan, karena pengalokasian dana 
yang masih belum mencukupi. Peningkatan infrastruktur ada peranan APBDesa, 
namun belum maksimal karena masih banyak fasilitas yang jauh dari harapan 
masyarakat.  
Yatminiwati (2017) mendeskripsikan tentang pengelolaan dan penatausahaan 
keuangan desa di desa Tempeh Lor kabupaten Lumajang. Objek penelitian ini 
adalah implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan 
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Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di kantor desa 
Tempeh Lor kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor 
sudah sesuai Permendagri no.113 tahun 2014 dan perundang-undangan yang 
berlaku. Dibuktikan dengan proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu 
penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan 
rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana hasil rapat, 
pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah 
ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan 
keuangan yang transparan. 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Sumber : Data Olahan Sendiri 
B. Teori dan Kajian Pustaka 
1. Desa 
Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Republik Indonesia, 2014). Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di 
daerah Kabupaten (Republik Indonesia, 1999). Menurut Undang-undang No.5 
Tahun 1979 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional 
dan berada di daerah Kabupaten (Republik Indonesia, 1979). 
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2. Akuntansi Desa 
Akuntansi Desa seharusnya diwajibkan untuk diselenggarakan di desa agar 
bertujuan untuk mendukung proses akuntabilitas proses pengelolaan keuangannya 
kepada masyarakat atau publik. Standar akuntansi yang cocok untuk desa adalah 
Standar Akuntansi Publik (SAP). Setidaknya ada dua alasan untuk memperkuat 
pendapat ini, yang pertama desa bertanggungjawab untuk mengurus urusan 
pemerintah (UU 6/2014, Pasal 1) dan yang kedua kepala desa wajib menyampaikan 
laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota (UU 6/2014, 
Pasal 27). Dua alasan tersebut menunjukkan bahwa aktifitas desa dan aktifitas 
pemerintah berhubungan erat antara satu dengan yang lain (Suharso, 2016). 
3. Pemerintahan Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa 
merupakan penyelenggaraan mengenai urusan pemerintahan oleh pemerintah desa 
(yang meliputi kepala desa, dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 
2005). Pemerintahan desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggara pemerintahan desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
adalah untuk membantu perangkat desa dalam memajukan desa. 
4. Keuangan Desa 
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Menurut Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada BAB XI Bagian Kelima 
(Keuangan Desa) dijelaskan mengenai keuangan desa salah satunya yang terdapat 
pada Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut: 
a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 
yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban. 
b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. 
c. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Pendapatan asli desa; b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang; diterima oleh kabupaten/kota; d. Hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga. 
d. Belanja desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 
e. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran 
pendapatan dan belanja desa. 
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f. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan 
Perundang-undangan; 
5. Anggaran 
Menurut Nordiawan (2006) dalam Rahmawati (2015) anggaran merupakan 
sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk 
melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi 
dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam 
merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan 
menghasilkan pemasukan serta sebesar besar pemasukan tersebut. 
Sedangkan menurut Halim (2007), Anggaran (budget) adalah suatu rencana 
operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak 
menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi 
pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun. 
Menurut beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat 
disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 
organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi 
untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain, dapat mengembangkan kapasitas 
organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan 
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi 





6. Perencanaan Anggaran 
Perencanaan merupakan bagian penting dari suatu organisasi pemerintahan. 
Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Perencanaan 
keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa 
bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan desa (Firmansyah 2012). Seperti yang 
disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 73 
ayat (2), bahwa “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh 
Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa 
tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling lambat 
adalah bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati. 
Bupati akan menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDesa paling 
lambat dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. 
Tetapi apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus 
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melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan 
waktu paling lama tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi 
(Rahmawati 2015). 
7. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan dalam perencanaan yang sebelumnya 
timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa 
yang dilaksanakan melalui rekening desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa 
harus disertai bukti yang sah. 
Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa : 
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran
biaya yang telah di sahkan oleh kepala desa.
4. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran,
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
5. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
6. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)




8. Pertanggungjawaban Anggaran 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan peraturan desa 
dan dilampiri dengan : 
1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 
Tahun Anggaran Berkenaan 
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per tanggal 31 Desember Tahun 
Anggaran Berkenaan 
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
masuk ke desa. 
Pelaksana unit kerja yang terlibat : 
- Sekretaris desa 




Tahap kegiatan : 
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran 
melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir 
tahun. 
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, 
Disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan 
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semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari 
tahun berjalan berikutnya. 
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
5. Laporan Pertanggungjawaban sudah diinformasikan kepada seluruh 
masyarakat desa. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber 
penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa 
terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan (Republik Indonesia, 
2004). 
Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
desa melalui kepala desa bersama Badan Pengawas Desa (BPD) untuk menetapkan 
APBDes setiap tahun dengan peraturan Desa. Menurut Undang-Undang No.32 
tahun 2004 dan peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 disebutkan sumber-sumber 
pendapatan desa yaitu : 
a. Pendapatan Asli Desa 
b. Pendapatan asli desa yang sah 
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah 
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e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tanpa mengikat 
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi tentang belanja yang telah 
ditetapkan selama satu tahun ke depan dan sumber pendapatan yang diharapkan 
untuk menutup atau memperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa 
disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun 
sebelumnya. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrument 
penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
pengelolaan pemerintahan. Dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip 
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa 
akan dikelola dengan baik. 
10. Pendapatan 
Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pendapatan desa merupakan 
semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 
satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
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Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari 
potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok Pendapatan Asli Desa 
terdiri atas : 
1. Hasil usaha 
2. Hasil aset 
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong 
4. Lain-lain pendapatan asli desa. 
b. Pendapatan Transfer 
Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas 
lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari 
pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer 
terdiri atas : 
1. Dana Desa 
2. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota  
11. Dana Desa 
Dana desa menurut UU No.60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut 
bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis 
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desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut 
PP No.60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan 
desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 
Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam 
pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah 
desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan 
memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. 
12. Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah 
PP No. 43 Tahun 2014 menyebut pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan 
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling 
sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah 
kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut 
dilakukan berdasarkan ketentuan : 
1. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa 
2. 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil 
pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa. 
13. Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa atau sering disingkat dengan (ADD) merupakan 
kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur urusan desa sesuai dengan 
kewenangan asli yang diberikan (Muntahanah dan Murdijaningsih, 2014). 
Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP No.34 Tahun 2014 adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 
(DAK). PP No.43 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah 
kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling 
sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan : 
a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 
b. Jumlah desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat 
kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) 
ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. 
14. Pengelolaan Keuangan Desa 
 Sesuai dengan pendapat Harsoyo (1977) mengenai tentang definisi 
pengelolaan merupakan suatu kata yang berasal dari kata kelola dan mengandung 
arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala 
potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang 
sudah direncanakan sebelumnya. 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa 
secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. 
Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya 
dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan 
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masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan 
dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi 
keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuang desa mengikuti sistem 
anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 
Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan 
kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai 
kewenangan : 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. 
c. Menetapkan bendahara desa. 
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang desa. 
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan 
perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang 
kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan 
keputusan kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas : 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. 
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa. 
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c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa. 
d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan 
desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa. 
